
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Penghitungan pajak penghasilan yang seharusnya berdasarkan kontrak
bagi hasil dan persetujuan-persetujuan penghindaran pajak berganda
Indonesia dalam hal minyak dan gas bumi
Magda Magdalena Sani, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=78139&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Garis Besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali

dari sumber kemampuan sendiri. Sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber dana dan sumber

energi bagi pembangunan ekonomi negara. Pertamina sebagai satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang

ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengusahaan minyak dan gas bumi, dalam melaksanakan tugas tersebut

Pertamina dapat kerjasama dengan investor asing dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil.

Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Bagi Hasil sering dikurangi oleh Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda, ada yang secara tegas mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda tidak mempengaruhi ketentuan ketentuan Kontrak Bagi Hasil, ada pula Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda yang tidak memberikan penegasan semacam itu, oleh karena itu Kontraktor

Bagi Hasil dari negara yang bersangkutan menuntut agar "reduced rate" berdasarkan Persetujuan diterapkan

dalam Kontrak Bagi Hasil sehingga penerimaan Negara berkurang.

Agar supaya jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya didalam Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda dengan secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam

Persetujuan tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil, atau dalam Kontrak Bagi Hasil

ditambahkan suatu klausul yang menegaskan bahwa apabila Kontraktor menuntut penerapan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda kepadanya, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dapat

dilakukan dengan syarat kekurangan pembayaran tetap dibayar oleh Kontraktor Bagi Hasil, sehingga jumlah

bagian yang menjadi hak Pemerintah sama seperti yang telah disetujui antara Pemerintah dan Kontraktor

Bagi Hasil.

Metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara

dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan bidang perminyakan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

mempelajari buku buku mengenai dan yang berhubungan dengan perpajakan perminyakan dan

menggunakan data-data sekunder dari buku Statistik "South East Asia Service", serta bahan tertulis lainnya

seperti "Petroleum Report Indonesia" dan "The Economist Intelligence Unit, Country Profile Indonesia".
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